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ABSTRAK 
 

Marthina Yaboisembut. “Wewenang Kantor Pelayanan Pajak Dalam 

Menindaklanjuti Hasil Temuan Badan Pemeriksa Keuangan Di Kota Jayapura”., 

dibimbing oleh: Yusak E. Reba sebagai pembimbing I dan Victor Th. Manengkey 

sebagai pembimbing II. 

 

Metode Penelitian yang digunakan fokus pada penelitian hukum normatif dengan 

menggunakan pendekatan perundang-undangan, yang bersumber pada bahan 

hukum primer, bahan hukum sekunder, dengan mengumpulkan dan mempelajari 

data serta informasi yang didapat dari laporan serta dokumen, penelitian-penelitian 

terdahulu mengenai buku-buku, peraturan perundang-undangan, jurnal dan sumber 

litertur lainnya. Bahan yang diperoleh kemudian diolah menggunakan analisis 

kualitatif dengan menjelaskan data-data yang ada dengan pernyataan bukan dengan 

angka. Selanjutnya dipilih dua isu utama : 1) Bagaimana pelaksanaan wewenang 

Kantor Pelayanan Pajak dalam mengungkap pajakmterutang di wilayah Kota 

Jayapura?; 2) Bagaimana kedudukan Kantor Pelayanan Pajak dalam 

menindaklanjuti hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan?. Tujuan 

penelitian untuk 1) mengetahui Kantor Pelayanan Pajak dalam mengungkap pajak 

terutang di Kota Jayapura; dan untuk mengetahui Kantor Pelayanan Pajak 

menindaklanjuti hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan. Hasil penelitian 

ini menemukan bahwa KPP Pratama mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, 

edukasi, pengawasan, dan penegakan hukum Wajib Pajak di bidang Pajak 

Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan Atas barang Mewah, Pajak 

Tidak Langsung Lainnya, dan Pajak Bumi dan Bangunan, dan melaksanakan 

penguasaan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah kewenangannya 

berdasarkan peraturan perundang undangan. Tugas BPK adalah memeriksa 

pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh pemerintah 

pusat, pemerintah daerah, lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha 

Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga 

atau badan lain yang mengelola keuangan negara. Wewenang Kantor Pelayanan 

Pajak telah dilakukan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan dalam Renstra DJP 

dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan, sehingga hasilnya 

pada tahun 2021 dan 2022 DJP mampu mencapai target penerimaan yang 

diamanatkan dalam APBN. Dalam hal pemeriksaan terkait pengelolaan pajak, BPK 

tidak berwenang memberikan rekomendasi kepada KPP dalam hal ini Account 

Representative, karena pengelolaan pajak memiliki cara pemungutan dan 

perhitungannya sendiri. Dari segi teoretis, wewenang yang diberikan kepada BPK 

dalam melakukan pemeriksaan pengelolaan keuangan dan tanggung jawab 

keuangan terlalu luas sehingga yang seharusnya menjadi tugas BPK tidak dilakukan 

dengan baik.  

 

Kata Kunci : Kantor Pelayanan Pajak, Badan Pemeriksa Keuangan, Wewenang, 

Pajak 
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ABSTRACT 
 

 

Marthina Yaboisembut. “The Authority of the Tax Office in Following Up the 

Findings of the Supreme Audit Agency in Jayapura City”. Supervised by: Yusak 

E.Reba as first superevisor and Victor Th. Manengkey as second supervisor. 

 

The research method used focuses on normative legal research using a staturory 

approach, which is sourced from primary legal materials, secondary legal 

materials, by colletcting and studying data and information obtained from reports 

and document, previous studies on books, laws and regulations, journals and other 

literature sources. The materials obtained were the processed using qualitative 

analysis by explaining the existing data with statements not with numbers. 

Furthermore, two main issues were selected: 1) How is the implementation of the 

authority of the Tax Service Office in disclosing taxes payable in the Jayapura City 

area?; 2) How is the position of the Tax Service Office in following up the results 

of the audit of the Supreme Audit Agency? The purpose of the research is to find 

out the Tax Office in disclosing taxes payable in Jayapura City; and to find out the 

Tax Office to follow up the results of the audit of the Supreme Audit Agency. The 

results of this study found that the KPP Pratama has the task of carrying out 

service, education, supervision, and law enforcement of taxpayers in the fields of 

Income Tax, Value Added Tax, Sales Tax on Luxury Goods, Other Indirect Taxes, 

and Land and Building Taxes, and carrying out control of information on tax 

subjects and objects within its management and responsibility of state finances 

carried out by central government, local governments, other state institutions, Bank 

Indonesia, State Owned Enterprises, Public Service Agencies, Regional Owned 

Entreprises, and other institutions or agencies that manage state finances. The 

authority of the Tax Office has been carried out in accordance with tax laws and 

regulations, so that as a result in 2021 and 2022 the DJP was able to achieve the 

revenue target mandated in the APBN. In terms of audits related to tax management, 

BPK is not authorised to provide recommendations to Tax Office, in this case the 

Account Representative, because tax management has its own collection and 

calculation methods. From a theorical point of view, the authority given to BPK in 

conducting audits of financial management and financial responsibility is too broad 

so that what shoud the task of BPK is not carried out properly. 

 

 

Keywords: Tax Service Office, Supreme Audit Agency, Authority, Taxe  
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